
BAB IV 

P E N U T U P 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dalam tesis ini,  

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kedudukan diutamakan/mendahulu (preferen) terhadap kreditur pemegang hak 

tanggungan yang diatur dalam UUHT dapat dinyatakan batal demi hukum oleh 

adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kedudukan kreditur 

pemegang hak tanggungan yang demikian kuat dan dijamin oleh UUHT, ternyata 

dapat dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan apabila debitur dapat 

membuktikan tentang adanya PMH dalam proses perjanjian kredit maupun proses 

pembebanan hak tanggungan. 

2. Pemberian kredit sebrakan dengan jangka waktu pendek ternyata memunculkan 

resiko terhadap kreditur pemegang hak tanggungan, mengingat bahwa proses 

peralihan hak sampai dengan pembebanan hak tanggungan biasanya memakan 

waktu lama. UUHT mengatur bahwa sejak dari penandatanganan SKMHT sampai 

dengan pendaftaran APHT atas tanah yang telah terdaftar adalah 3 bulan 

sedangkan atas tanah yang belum terdaftar adalah 3 bulan. Pelanggaran atas 

ketentuan tersebut menyebabkan pembebanan hak tanggungan batal dmei hukum.  

3. Pembatalan terhadap proses jual beli, balik nama maupun pembebanan hak 

tanggungan tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. Jaminan 

kebendaan hak tanggungan yang semula memberikan kedudukan diutamakan/ 

mendahulu (preferen) berubah  menjadi kreditur dengan kedudukan konkuren.  



Kreditur sebagai pihak yang berpiutang tetap dilindungi haknya sebagai 

pemegang hak tanggungan sampai debitur melunasi hutang-hutangnya pada saat 

yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian kredit. Terhadap hak atas tanah 

yang telah dibebani dengan hak tanggungan, apabila dinyatakan batal demi 

hukum atau tidak mengikat, maka kreditur pemegang hak tanggungan tidak 

memiliki kedudukan yang diutamakan lagi (droit de preferen). Kedudukannya 

sama dengan kreditur lainnya (konkuren) untuk memperoleh pelunasan 

piutangnya dan berlaku ketentuan tentang jaminan umum (Pasal 1131 

KUHPerdata).  

4. Penyelesaian atas pengembalian hak-hak kreditur dapat dilakukan dengan 

menempuh prosedur non litigasi (out of court settlement) atau prosedur litigasi (in 

court settlement). Prosedur non litigasi dilakukan dengan mekanisme Alternatife 

Penyelesaian Sengketa (APS). Prosedur ini dilakukan untuk mencari titik temu 

tentang penyelesaian kredit yang tidak memiliki jaminan lagi (unsecured loan). 

Debitur dapat diminta untuk mengganti objek hak tanggungan yang telah 

dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat tersebut 

dengan jaminan lain yang sifatnya setara. Prosedur litigasi dilakukan dengan 

bantuan peradilan umum, yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi terhadap 

debitur.  

 

 

 



B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya dalam tesis 

ini,  maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Proses penyelesaian kredit bermasalah tentu memakan waktu yang lama dan biaya 

yang tidak sedikit. Pejabat bank yang merupakan pembuat kebijakan pemberian 

kredit sebaiknya menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principles) 

dan selalu berpegang pada prinsip mengenali nasabah (know your customer) 

dalam setiap kebijakan pemberian kredit. Pengabaian terhadap prinsip kehati-

hatian dan prinsip mengenali nasabah cenderung menimbulkan kredit bermasalah. 

2. Pemberian kredit dengan jangka waktu singkat (kredit sebrakan) yang didahului 

dengan proses peralihan hak atas tanah cenderung beresiko dan menimbulkan 

masalah. Sehingga pejabat bank sebaiknya mengantisipasi setiap kebijakan 

pemberian kredit dengan mempertimbangkan proses peralihan hak sampai dengan 

pembebanan hak tanggungan yang  memakan waktu yang lama. 

3. Pejabat bank yang merupakan pembuat kebijakan pemberian kredit sebaiknya 

selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan (hukum) dalam setiap 

kebijakannya, karena hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat. 

Hukum selalu mengandung aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. 

Kepastian hukum mengandung pengertian sebagai dapat ditentukan oleh hukum 

apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret dan perlindungan hukum 

bagi masyarakat. Artidjo Alkostar mengemukakan bahwa hukum yang baik selalu 

bersukma keadilan, sedangkan aspek kemanfaatan mengandung pengertian bahwa 

hukum harus mampu memberikan manfaat bagi para pencari keadilan.  
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